SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
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TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA UNTUK
MENYEDIAKAN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN POJOK BACA

DI AREA PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

i
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bahwa untuk mengembangkan fungsi pasar sebagai pusat
kegiatan perdagangan vang terintegrasi  dengan  [asilitas
penunjang pendidhkan, perlu dilengkam  dengan  taman
penitipan anak dan pajok baca;

bahwa untuk menyediakan taman penitipan anak dan pojok
baca di area pasar sebagaimana dimeksud dalam huraf a,
Pemerintah  Provinsi Daerah  Khusus Ibukota Jakarta
menugaskan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Cubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum
Daerah Pasar Jaya Untuk Menyvediakan Taman Penitipan Anak
dan Pojok Baca di Area Pasar;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibulota Jakarta sebagai lbukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor % Tahun 2015:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tabun 2018 tentang Perusahaan
Umum Daerah Pasar Jaya;



Menetapkan ;

f. Peratdran Daerah Nemor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Area Pasar:

=l

Peraluran Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 lentang
Pembudavaan Kepemaran Membaca;

MEMUTLUSEAN -

PERATURAN GUBERNURE TENTANG PENUGASAN KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA UNTUK MENYEDIAKAN
TAMAN PENITIPAN ANAK DAN POJOK BACA DI AREA PASAR.
BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Datam Peraturan Gubernmar ini vang dimnaksud dengan

L. Dacrah adalah Provins: Daerah Khusas lhakota Jalkarta.

2, Pemerintah Dacrah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagar unsur penyelengparasn Pemenntahan Dacrah.

4. Gubernur adalsh Kepala Daerah Provinsl Daerah Khusus
Ihukota Jakarta.

4. S_-::krctau‘iul: Dacrah adalah Sekretarialt Daerah Provins: Dacrah
FKhusus Thukola Jakarta,

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ihukota Jakarta.

N

b. Inspektorat adalah Inspeklorai Provinsi Daerah  Khusus
Ihukaota Jalkarta.

=}

F_}inar.a Pendidikan adalaly Dinas Pendidikan Provins: Daerah
Ehusus Ihukota Jakarta,

& Dinas Perpustakaan dan Fearsipan adalab Dinas Perpustakaan
dtan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Thuakota Jalearta,

. Perusahaan Umum Daeralh Pasar Java yang selanjutnva
tiscbut Pasar .Jaya adalah Perusahaan Umnuwm Dacrah’ Pasar
Java Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

L0, Area Pasar adalah area yang dimiliki dan/atan dikelola oleh
Perusabaan Umum Daerah Pasar Java heripa pasar bescria
fasilitas penunjang.

BAlLd 11
PELAKSANAAN DAN JANGEA WAKTU PENUGASAN
HBagian Kesatu
Pelaksanaan
Pazal 2

(1] Dengan Peraturan Gubernur inf, Pemerintah Daerah menugaskan

Pasar Jaya untuk menyediakan ruang bagi aktvitas Taman

Penilipan Anak dan Pojok Baca di area pasar sesuai dengan
ketentaan peraturan perundang-undangan.



(2]

(@)

{1}

(=)

Dhalamm melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pasar Jaya bertanggung jawab untuk :

i, menetapkan pasar denpan fasilitas Taman Penitipan Anak
dan Pojok Baco sesunl dengan ketersediaan lahan dan
mengacu pada ketentuan yvang berlaloa;

b, menyediakan tempat/ruang untuk Taman Penitipan Anak
dan Pojok Baca;

¢. menyusun dan melakukan pekerjaan desain tempal/ruang
Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca serta berkoordinas
dengan dinas terkanl;

d. melakukan renovasi/revitalisasi  tempatl/raang . untuk
Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca;

e. melakiukan pemeliharasn tempat/ruang untuk  Taman
Penibipan Anak dan Pojok Baca meliputi fisik  dan
Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing [MEP) bangunan;

. menvediakan biaya lelepon, air, listrik dan internet untuk
Taman Penitipan Analk dan Pojok Baca, dan

g: melalkukan pengawasan dan pemantauan atas lokasi Taman
Peritipan Anak dan Pojok Baca.

Untuk tahun 2018, Pasar Java bertanggung jawab untuk
menyediakan mebel pada Taman Penitipan Anak vang telah
sclesal direnovasi/ revitalisasi.

Pagian Kedua
Janghka Wakm
Pasal 3

Jangks waktu penugasan Pemerintah Dacrah kepada Pasar
Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avar (2) hurul a,
huruf b, huruf ¢ dan huraf d dilaksanakan sampai dengan
bulan Desember 2020,

Jangka wakiu penugasan Pemerintah Daerah kepada Pasar
Java sebagammana dimalkesud dalam Pasal 2 avar {2) huruf e dan
huaruf I' pelaksdanannya berakhir sampai dengan ditetaplkannva
ketentuan lebih lanjut

Jangka wakiti penugasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan avat (2}, dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 4

Dalam hal terjadi Force Majeure (keadaan kahar/darurat),
maks polaksanaan penvediaan lokasi dan biaya telepon, air,
listrik dan internet termusuk jangka wakiu scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dievaluasi oleh
Pemerintah Daerah.

Force Majevre [kqada;m kahar/darurat) sebagaimana dimalesad
pada ayal {1} meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, branjir,
perang, kerusuhan, hury hara, mogok kerja massal danfatau
lindakan terorisme:



BAE III
PENDANAAN DAN DUKUNCGAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Resatu
Pendanaan
Pasal 5

Pendanaan untik pelaksanaan penugasan sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 2 hersumber dari anpgaran Pasar Jaya.

Bapian Kedua
Dukungan Pemerintah Daerah
Pasal f»
Dalarm rangks pelalksanaan penugasan scbagaimana dimaksud
]’“‘.‘*’*”‘ Pasal 4, Pemerintah Dagrab memberikan dukungan antara
IR E

a, penppunsan asct Pemerintah Dazrah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan: dan/atau

b. proses  perizinan  osesual dengan ketentuan  peraluran
perundang-undangan.
BABE IV
PELAPORAN
Pasal 7
Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasar Jaya harus menyampaikan laporan kepada
Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan arau sewalstu-walo
sesuzi kebutuhan.
BAB WV
FENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal &
1) Penpgawasan dan  pengendalian  pelaksanaan penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh

Seloretaris Daerah.

(4] Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
aval (1) dilsksanakan melalui -

&. supervisi lapangan;

b. konsultasi:



n

¢. Koordinasi;
d. monitoring dan evaluasi;
e, pengujian; dan
f. laporan.
|3) Dalam pelaksansan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
penugasan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretans
Daerah dibantu oleh Dinas Pendidikan untuk Taman Penitipan
Anak dan Dinas Perpustakean dan Kearsipan untuk Pojok
Baca.
Pasal @
FPengawasan secara fungsional terhadap pelaksansan penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektoral.
BAB VI
KETENTUAN PENUTLUFP
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlala pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan []EHEIHE:%IELHH}.:L dalam Berita
Daerah Provinsi Dacrah Khusus Tbukota Jakarta.

Ditetapkan d: Jakarta
pada tanggal 13 Scptember 2018

GUBERENUR PROVING] DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA,

ttel
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAE -I-FUE:- JE IEUKGTA JAKARTA,
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